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Pelaksanaan pemilihan umum di provinsi Papua khususnya di daerah pegunungan di
Papua masih menggunakan sistem Noken. Seorang kepala suku memiliki peran penting dalam
pengambilan keputusan. Peran penting kepala suku tidak hanya dalam tatanan tradisi tetapi juga
dalam sistem pemerintahan negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pelaksanaan pemilu dalam sistem Noken dari pemilihan umum di Kabupaten Dogiyai Provinsi
Papua 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Sumber
data adalah data primer dan sekunder. Data primer diambil dari wawancara langsung dan
dokumentasi informan. Data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan skrip formal yang
bersifat deskriptif. Penentuan informan dilakukan dengan membuat tabel matriks informan.
Teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara dengan informan terpilih secara
mendalam dan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian
ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Kabupaten Dogiyai masih menggunakan sistem
Noken dalam proses pemilihan umum. Sistem ini adalah sistem hang atau sistem string di mana
mereka masih mempertimbangkan untuk proses musyawarah. Peran kepala suku adalah
pengambilan keputusan dalam sistem Noken. Loyalitas komunitas didasarkan pada loyalitas
kepada kepala suku. Berdasarkan hasilnya, peran kepala suku dalam sistem Noken adalah
pertama-tama, mengumpulkan masyarakat untuk memberikan instruksi tentang proses pemilihan

umum. Kedua, jelaskan tentang visi dan misi kandidat. Ketiga, mengontrol proses masuknya
surat suara sebagai hasil kesepakatan kebersamaan ke Noken. Keempat, bawalah dan berikan
hasil surat suara kepada panitia penyelenggara.
Kata kunci: Pelaksanaan Pemilu,Sistem Noken,Pemilihan Umum kepala Daerah
2019,Kabupaten Dogiyai
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1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum,selanjutnya  disebut
pemilu adalah sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat yang dilaksanan secara
lansung,umum,bebas, rahasia, jujur,dan adil
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang —Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, UU Rl No 1 Tahun 2019 tentang
Pemilihan Umum, Pemilihan Umum di
Kabupaten Dogiyai Papua sangat berbedah
dengan pemilu didaerah indonesia
lainnya.Pemilihan  umum  yang dilakukan
Masyarakat ~Kabupaten Dogiyai papua
adalah Sistem Noken merupakan model
pemilihan yang penggunaannya
menggunakan Noken (tas tradisional) yang
digantungkan pada salah satu kayu untuk
digunakan sebagai pengganti kotak
suara.Masyarakat  setempat tau tentang
pemilihan  umum secara noken.Pemilihan
Umum di Kabupaten Dogiyai dikontrol oleh
kepala suku,sebelum pemilihan  dilakukan
kepala suku sudah menyiapkan atau sudah
mengumpulkan masyarakat setempat
dirumah adat dan memberikan arahan

kepada masyarakat tentang pemilu yang

akan dilaksanakan.Kepala
suku,mengumpulkan  masyarakat  dirumah
adat untuk bermusyawara tentang
pemilu,sebelum  melaksanakan  musyawara
kepala suku sudah harus tau tentang
mencalonkan

baik,bisa

memimpin daerah setempat dengan baik dan

kandidat yang akan
dirapakah  calon  tersebut
kepala suku harus tau banyak hal-hal dari
kandidat yang akan mencalonkan diri.Dalam
musyawara  itukepala  suku  membagi
informasi  tentang calon yang hendak
dipilih.Kepala suku tidak membahas visi dan
misi para calon sebab wvisi dan misi tidak
bisa dipegan dan sulit diuji
kebenarannya.Dengan mendapatka
informasi sebanyak-banyaknya, masyarakat
mulai mendapatkan gambaran tentang calon
siapa yang dapat dipercayai dan layak
dipilih  .Kepala suku setelah melakukan
musyawara bersama dan kepala suku
tentukan kandidat yang akan dipilih oleh
masyarakat Kabupaten Dogiyai.Proses
Pemilihan umum,kepala suku berpartisipasi
dalam pemilu yang dilaksanakan,kepala
suku mengarahkan dan memantau seluruh
masyarakat ~Kabupaten Dogiyai sampai
pemilihan selesai.Kepala suku  juga
memantau  KPU untuk mencoblos kartu
suara,karena kartu suara yang di masukan

dalam Noken masyarakat tidak



mencontreng,mereka  hanya mengisi kartu
suara dan nantinya KPU vyang akan
mencontreng Kkartu suara,sehingga tidak ada
yang salah  paham.Sehubungan  dengan
bisa mencontreng kartu suara lebih dari satu
kartu  suara.Sebenarnya  yang  terjadi
dilapangan, masyarakat hanya mengisi kartu

suara dan nantinya dicontreng oleh KPU.

1.2 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan = masalah  tersebut

dapat ditentukan adanya tujuan penelitian
agar peneliti tiadak keluar dari jalur yang
diteliti  oleh  pereliti  tersebut.Jadi,secara
umum Penelitian ini mendeskripsikan proses
Pemilihan Umum di Kabupaten Dogiyai

Papua.
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2.1 Konsep Implementasi

Implementasi itu mencakup “
proses bergerak menuju tujuan kebijakan
dengan cara langkah administrative dan
politik”.keberhasilan ~ atau

implemtasi  sebagai  demikian  dapat

kegagalan

dievaluasi dari sudut kemampuannya
secara nyata dalam meneruskan atau
mengoprasionalakn program yang telah
dirancang sebelumnya. ( Cleves yang
dikutip dalam Wahab 2008;187).

mencontreng  sistem  Noken,ada banyak
masyarakat indonesia lainnya tidak

setuju,mereka katakan kenapa satu orang

Implemetasi adalah pelaksanaan keputusan
kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk
undang-undang, namun dapat pula
berbentuk  perintah atau  keputusan

eksekutif yang penting atau keputusan

badan  peradilan. (Mazmanian  dan
dalam  Wahab  2008;68).

Implematasi berkatian dengan berbagai

sebastiar

kegiatan yang di arahakan untuk
merealisasikan program, diamana pada
posisi ini eksekutif mengatur cara untuk

mengorganisir, menginterpretasikan dan

menerapakan  kebijakan yang telah
diseleksi. Sehingga dengan
mengorganisir, seorang eksekutif

mampu mengatur secara efektif dan
efisien sumber daya, unit-unit dan teknik
yang dapat mendukukng pelaksanaan
program, serta melakukan interpretasi
terhadap perencanaan yang telah dibuat,
dan petunjuk yang dapat diikuti dengan
muda bagi realisasi program yang
dilaksanakan.( Patton dan  Sawciki
1993).



Tahapan implementasi
merupakan peristiwa yang berhubungan
dengan apa yang terjadi setelah suatu
perundang-undangan ditetapkan dengan
memeberikan  otoritas  pada  suatu
kebiajakan dengan membentuk output
yang jelas dan dapat dukur. Dengan
demikian tugas implementasu kebijakan
sebagai suatu  penghubungan  yang
memungkinkan  tujuan-tujuan  kebijakan
mencapai hasil melalui aktivitas kegiatan
dan program pemerintah. ( Tangkilisan,
2003;9).

Implementasi diartikan
sebagail interaksi antara  penyusunan
tuuan dengan sarana-sarana tindakan
dalam mencapai tujuan tersebut, atau
kemampuan untuk menghubungkan
dalam hubungan konsesual antara yang
diinginkan dengan cara untuk
mencapainya. ( Pressman dan
Wildavisky 1984 dalam Tangkilisan,
2003;17).

Keberhasilan implementasi
kebijakan program dan ditinjau dari tiga

factor yaitu:

1. Prespektif kepatuhan (

compiliance)  yang  mengukur

implementasi dari kepatuhan atas
mereka.

Keberhasilan implementasi
diukur dari kelancaran rutinitas
dan tiadanya persoalan.
Implementasi yang berhasil
mengarah kepada Kinerja yang
memuasakan semua pihak
terutama  kelompok  penerima
manfaat ~ yang  diharapakan.(
Rippley dan Franklin 1982 dalam
Tangkilisan 2003;21).

Faktor:

1. Informasi, kekurangan informasi

dapat dengan mudah
mengakibatkan adanya gambaran
yang kurang tepat baik kepada
para pelaksana dan isi kebijakan
yang akan dilaksanakan dan hasil-

hasil kebijakan itu.

. Isi kebijakan, implementasi

kebijakan  dapat gagal karena
masih banayak samarnya isi atau
tujuan  kebijakan  atau  tidak
tepatan atau ketidak tegasan intern
ataupun  ekstern.  Menunjukkan
adanya kekurangan yang sangat
berarti atau adanya kekurangan
yang  menyangkut  sumberdaya

pembantu.



3. Dukungan iplementasi  public

akan sangat sult bila pada
pelaksanaannya  tidak  cukup
4. Pembagian potensi, hal ini dengan
pembagian  potensi  diantaranya
para actor implementasi dan juga

mengenai  organisasi  pelaksana

dalam kaitannya diferensiasi tugas
dan wewenang. ( Peters 1982
dalam Tangkilisan, 2003:22).

2.2 Demokrasi

Demokrasi  adalah  bentuk  atau
mekanisme  pemerintahan  suatu  negara
sebagai upaya mewujudkan kedaulatan
rakyat atas negara untuk dijalankan oleh
pemerintah.Pemilihan  menggunakan  sistem
Noken  merupakan  bentuk  demokrasi
masyarakat adat dan dilaksanakan sesuai
dengan  hukum adat  setempat.Menurut
Abraham Lincoln (mantan presiden Amerika
Serikat ke-14) demokrasi yaitu
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat. Demokrasi politik menuntut
adanya partisipasi dan emansipasi  politik
selurun rakyat.musyawarah masyarakat yang
disimbolkan melalui sistem Noken
mencerminkan  partisipasi dan emansipasi
politik.Sistem Noken merupakan bagian dari
prinsip-prinsip  demokrasi  yang  harus
diwujudkan dalam negara demokrasi di
indonesia.Hal ini dikarenakan penggunakan
sistem Noken dalam Pemilukada adalah
adanya musyawarah mufakat atau

dukungan untuk kebijakan
tersebut.
kesepakatan  bersama yang melahirkan

keputusan bersama terkait dengan adat
istiadat Noken dalam Pemilukada sebagai
pilar demokrasi Negara Indonesia.

2.3 Pemilu

Pemilihan umum merupakan
pemilihan yang dilakukan secara langsung
oleh  masyarakat ~ berdasarkan  UUD
1945.Pemilu  merupakan salah satu sarana
untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam
sebuah  pemerintahan  Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) yang
berdasarkan Pancasila,sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2011 (UU 1945). Pemilu memiliki
asas-asas penyelenggaraannya yaitu:
Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil. Pelaksanaan pemilu diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019
tentang Pemilihan Umum(Pemilu)

2.4 Sistem Noken

Noken merupakan tas tradisional
masyarakat Papua yang multi fungsi dimana
dapat menyimpan segala kebutuhan. Noken
memiliki makna yang sangat penting dalam
struktur kehidupan masyarakat Papua.Hal ini
dikarenakan  Noken merupakan sebuah
simbol  kesuburan  seorang  perempuan.
Sistem Noken merupakan model pemilihan

yang penggunaannya



menggunakan Noken (tas tradisional) yang
digantungkan pada salah satu kayu untuk
digunakan sebagai peng ganti  kotak
suara.Ada dua sistem yang digunakan yaitu
Pertama, Sistem Big Man vyaitu suara
diserahkan atau diwakilkan kepada kepala
suku yang mereka percayal. Kedua.Sistem
Noken gantung atau ikat yaitu masyarakat
dapat melihat langsung suara yang telah
disepakati ~ masuk ke kantung yang

sebelumnya telah ditetapkan.

2.5 Kepala Suku

Kepala suku merupakan sebutan
untuk seorang pemimpin atau figur dalam
kelompok masyarakat adat.Kepala suku
berperan penting dalam mengambil
keputusan atas setiap persoalan. Peran
kepala suku bukan hanya  sekedar
melindungi,  memperhatikan  kesejahteraan
masyarakat yang ia pimpin, melainkan
berperan sebagai penampung aspirasi setiap
warganya. Salah satunya dalam proses
pemilukada, dimana  sebelum  pemilihan
dilakukan kepala suku melakukan
musyawarah ~ dengan  warganya  untuk

menyatukan ~ suara  dalam  menentukan

BAB IIl METODE PENELITIAN

pilihannya.Seorang  kepala suku  memiliki
kekuasaan yang lebih independen daripada
kepala kampung atau desa.Bahkan di masa
silam, kepala suku mirip seperti “raja kecil"
dalam suatu sistem pemerintahan yang
tertutup. la bertindak sebagai pemimpin
politik, adat, sosial, dan budaya, serta
menjalin hubungan dengan desa
sekitar. Tugas penting seorang kepala suku
adalah  memimpin Perang ~ Suku,  dan
menjaga sumber makanan supaya
masyarakat suku bisa bebas dari kelaparan.

Ada  Dbeberapa  metode dalam  hal

pengangkatan seorang kepala suku, di
antaranya dengan cara:

1.Diwariskan

2.Dipilih ~ demokratis  oleh  seluruh
anggota suku atau oleh para Tua-tua
Adat suku tersebut

3.Melalui  suatu
sayembara

perlombaan  atau

Seorang kepala suku baru yang terpilih
biasanya dilantik oleh seorang Kepala
Adat dalam  sebuah  upacara.Jabatan
seorang kepala suku biasanya adalah
seumur hidup atau selama kepala suku
tersebut mampu menjabat.

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini
digunakan jenis penelitian

pendekatan  kualitatif,  adapun



yang dimaksud dengan penelitian
kualita tif yaitu penelitian yang
memahami fenomena tentang apa
yang dialami  oleh  subjek
penelitian  secara  holistik,dan
dengan cara deskripsi dalam
bentuk kata-kata dan bahasa,
pada suatu konteks khusus yang
alamiah  dengan memanfaatkan
metode ilmiah (Moleong
2007:6).Adapun jenis pendekatan
penelitian ini  adalah deskriptif
yaitu penelitian yang berusaha
untuk meyelesaikan memecahkan
masalah yang ada berdasarkan
data-data. Jenis penelitian
deskriptif ~ kualitatif ~ yang  di
gunakan dalam penelitian  ini
dimaksudkan untuk memperoleh
informasi mengenai Pemilu
Sistem Noken. Selain itu, dengan
pendekatan kualitatif diharapkan
dapat diungkapkan situasi dan
permasalahan  yang  dihadapi

dalam pelaksanaan pemilu.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian  skripsi ini dilakukan di

Kabupaten Dogiyai. Peneliti  memilih

Kabupaten Dogiyai karena Kabupaten

tersebut  masin  mengunakan  sistem

demokrasi noken.

3.3 Jenis Data.

Jenis data yang digunakan oleh

penulis adalah:

a. Data primer, yaitu data diperoleh
oleh penulis secara langsung dari
narasumber, dalam hal ini adalah
data yang berasal dari hasil
wawancara dengan narasumber.

b. Data sekunder, yaitu data yang
bukan diusahakan sendiri oleh
penulis  berupa dokumen dan
gambar yang sudah dihimpun
dan diolah oleh pihak lain. Jadi
merupakan data yang berasal dari

tangan kedua.

3.4 Sumber Data.

Sumber data utama adalah ketua
KPU,kepala suku dan masyarakat
kabupaten Dogiyai sebagai sumber
data terkait saat pelaksanaan pemilu

diselenggarakan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data.
1. Wawancara

Wawancara yaitu cara mendapatkan
informasi  dengan bertanya langsung

kepada informan terhadap



permasalahan  yang ingin  diteliti.
adalah wawancara terbuka (tidak
terstruktur). Dalam  wawancara
terbuka ini informan bisa secara
bebas menyampaikan pendapatnya
tentang suatu gejala sosial tertentu.
Teknik ini bertujuan untuk
memperoleh informasi yang
mendalam mengenai persepsi,
pendapat, kepercayaan, dan sikap
dari para informan. \Wawancara
mendalam dilakukan secara
terstruktur ~ dengan  menggunakan
panduan wawancara (interview
guide), maupun wawancara bebas
(tidak berstruktur) bersamaan dengan
observasi.

Observasi

Menurut ~ Nawawi dan  Martini
(1992:74), “Observsi adalah
pengamatan dan pencatatan secara
sistematik terhadap unsur-unsur yang
tampak dalam suatu gejala atau
gejala-gejala pada obyek penelitian”.
Dengan  kata  lain  merupakan
kegiatan pengamatan dan pencatatan
yang dilakukan oleh peneliti guna
menyempurnakan  penelitian  agar
mencapai hasil yang maksimal. Jenis
observasi yang digunakan peneliti

adalah observasi partisipan, yaitu

Teknik wawancara yang digunakan
pengamatan yang dilakukan dengan
melibatkan  diri  secara  langsung
dalam  proses kegiatan  yang
dilakukan oleh informan.
Dokumentasi
Menurut Hamidi (2004:72), Metode
dokumentasi adalah informasi yang
berasal dari catatan penting baik dari
lembaga atau organisasi maupun dari
perorangan. Dokumentasi penelitian
ini  merupakan pengambilan gambar
oleh peneliti untuk memperkuat hasil
dari penelitian. Menurut Sugiyono
(2013:240), dokumentasi bisa
berbentuk  tulisan, gambar atau
karya-karya monumentel dari
seseorang.
Dari  persyaratan yang telah
ditentukan, penulis telah memilin
dan menetapkan  sejumblah
informan sebagai berikut:
1. Ketua KPU
2. Kepala suku
3. KPPS
4. Masyarakat

3.7 Teknik Analisis Data

Proses analisis data didasarkan pada

penyederhanaan dan interprestasi data
yang dilaksanakan sebelum, selama dan

sesudah proses pengumpulan  data.



Proses ini terdiri dari tiga sub proses
rediction data display,dan
conclusion drawing/verivication.

1. Reduksi data/ reduction data,
yaitu proses pemilihan,
pengklarifikasian,
pengabstraksian atau transparansi
data yang diperoleh dilapangan
baik melalui observasi maupun
wawancara  kepada informan
pangkal dan informan kunci.
Reduksi data merupakan bentuk
analisis menajamkan,
menggolongkan, mengarahkan,
membuang yang tidak perlu, dan
mengorganisasikan data sehingga
kesimpulan dapat ditarik dan
terferivikasi.

2. Penyajian data / data display ,
yaitu sekumpulan informasi dan
data yang memberi kemungkinan
adanya penarikan  kesimpulan
dan bentuk uraian grafik dan
bagan.

3. Penarikan kesimpulan /
conclusion, yaitu penganalisaan
akhir yang diperoleh
berdasarakan hasil reduksi data

dan penyajian data.

yang saling berkaitan vaitu data

3.8 Keabsahan Data

Menurut moleong kriteria keabsahan
data ada empat macam vyaitu:
kepercayaan ( kreadibility), keteralihan
(  transferability), kebergantungan (
depanbility) dan, kepastian (
konfermability).

1. Kepercayaan ( kreadibility)
Kreadibilitas data dimaksudkan
untuk membuktikan data yang
berhasil  dikumpulkan  sesuai
dengan yang sebenarnya. Ada
beberapa teknik untuk mencapai
kreadibilitas lialah teknik : teknik
triangulasi, sumber, pengecekam
anggota, perpanjangan,
perpanjangan  kehadiran  peneliti
dilapangan, diskusi teman
sejawat, dan pengecekan
kecakupan refrensi.

2. Keteralihan ( transferability)

Hal ini  berbeda  dengan
validalitas ~ internal dari  non
kualitatif. Konsep validatas itu
bahwa generalisasi suatu
penemuan dapat berlaku atau
diterapkan pada semua konteks

dalam populasi yang sama atas



dasar penemuan yang diperoleh
pada  sampel  representative
mewakili populasi itu,

sedangkan keteralihan sebagai
Kriteria ~ ini  digunakan  untuk
menjaga  kehatian-hatian  akan
terjadinya kemungkinan
kesalahan dalam mengumpulkan
dan  menginterpretasikan  data
sehingga data dapat
dipertanggung jawabkan secara
iimiah.keselahan  sering  oleh

manusia itu sendiri  terutama

peneliti  karena  keterbatasa
pengalaman, waktu,
pengetahuan. Cara untuk

menetapkan  bahwa  proses

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Partai Politik yang Menjadi Panutan
di Kabupaten Dogiyai

Partai Politik yang mendapatkan suara
terbanyak di kabupaten Dogiyai adalah PDI
Perjuangan  dan  PPP.PDI  Perjuangan
menempati 6 kursi dan PPP menempati 4

kursi

4.2 Partai Lokal
Partai Lokal Papua Bersatu yang di ketuali

Kris Fonataba

persoalan  empiris  tergantung
pada kesamaan antar konteks
pengirim dan penerima.

3. Kebergantungan ( depanbility)

penelitian  dapat  dipertanggung

jawabkan melalui audit
dipenbility oleh ouditor
independent oleh dosen
pembimbing.

2. Kepastian ( konfermibilty)
Kriteria  ini  digunakan  untuk
menilai  hasil  penelitian  yang
dilakukan dengan cara
mengecek data dan informasi
serta interpretasi hasil penelitian
yang didukung ole materi yang
ada pada pelacakan audit.

4.3 Proses Penyelenggaran Pemilu di
Kabupaten Dogiyai

Seorang kepala suku dalam tatanan
pemerintahan adat memiliki peran
penting.Peran penting seorang kepala suku
tidak hanya berada dalam tingkat adat
namun  juga berada  dalam tataran
pemerintahan negara.Peranan penting
seorang kepala suku juga terjadi saat proses
pemilukada.Dalam  proses  pemilu,seorang
kepala ~ sukumenjadi  pusat  perhatian
masyarakat karena seorang kepala suku

sebagai seorang pemimpin yang memiliki



otoritas dalam memberikan perintah dan
masyarakat tunduk dan patuh kepada
seorang kepala suku tanpa  adanya
paksaan.Kekuasaan seorang kepala suku
dalam adat dikategorikan dalam
kewenangan.Kewenangan yang dimiliki
oleh kepala suku merupakan kewenangan
tradisional dan kewenagan kharismatik.Hal
ini didasarkan pada aturan adat istiadat yang
diturunkan dari lelunur.Dalam  kewenangan
ini,seorang kepala suku memiliki otoritas

berdasarkan patriarkalisme dimana memiliki

pemerintahan Saerah dan
Negara.Pengambilan keputusan dan
sebagainya merupakan hak dari seorang
kepala suku.Salah satu proses yang
menunjukkan pentingnya seorang kepala
suku adalah proses pemilu.Proses
pemilihan,kepala suku khususnya di Daerah
Pegunungan menggunakan sistem
Noken.Sistem pemilihan dengan
menggunakan  Noken  merupakan sistem
yang telah dipakai secara adat dari generasi
ke generasi.Sistem Noken yang berlaku di
Daerah Dogiyai adalah sistem ikat dimana
seorang  kandidat  dipilih  berdasarkan
kesepakatan bersama/hasil musyawarah dan
hasil musyawarah tersebut disahkan dan

diikat.Berdasarkan hasil temuan dilapangan

otoritas warisan yaitu diturunkannya sebuah
kekuasaan berdasarkan garis
keturunan.Seorang  kepala suku  mampu
menyeleaikan masalah- masalah adat serta
mengatur  sistem adat yang berhubungan
dengan adat istiadat.Kewenangan seorang
kepala suku di dalam adat ternyata
berlangsung hingga proses-proses
pemerintahan  negara.Kepala suku yang
memiliki kekuasaan terhadap
masyarakatnya,ternyata  sangat berpengaruh

terhadap setiap proses

peran kepala suku dalam sistem noken pada

pemilukada adalah sebagai berikut.
1. Kepala Suku Mengumpulkan masyarakat

peran kepala suku adalah mengumpulkan
masyarakatnya.Proses  ini  dimulai  dari
tinggkat yang terbawah dan akan diteruskan
kepada tingkat yang tertinggi dari sistem
tingkatan kepala suku.Biasanya masyarakat
ini  dikumpulkan untuk memberikan arahan
tentang proses pemilihan dan pengenalan

para calon.

2. Kepala Suku Memaparkan tentang proses

Pemilu Legislatif di Kabupaten dogiyai

kepala suku akan menjelaskan bagaimana
seharusnya menjadi seorang warga negara

yang baik dalam mengikuti pemilukada



dengan menggunakan sistem Noken.Selain
itu seorang kepala suku haruslah mengetahui
latar belakang para kandidat yang akan
dipilih guna memberikan arahan kepada
masyarakat siapa yang pantas dan layak
untuk dipilih berdasarkan visi-misi dab apa
yang sudah pernah dihasilkan oleh para
kandidat dengan melihat yang sudah pernah
dibuat.Proses ini  dimulai  dari  tingkat
Marga,Desa,Distrik hingga
Kabupaten.Dalam proses ini sering Kali

menimbulkan dampak negatif seperti terjadi

4. Kepala Suku Membawa, Mengawal dan

Menyerahkan hasil suara rakyat

Seorang kepala suku juga memiliki peran
penting setelah proses pemilihan tersebut
terjadi yaitu mengawal surat suara hingga
tingkat penyelenggara yaitu KPU.
Membawa dan mengawal surat suara ini
dimaksudkan agar  mengurangi  proses
kecurangan yang terkadang terjadi atau
penghilangan suara yang kadang terjadi.
Berdasarkan uraian diatas, terlihat jelas
bahwa seorang kepala suku memiliki peran
yang sangat penting dalam  proses
pemilukada. Peran seorang kepala suku
dimulai dari proses awal sebelum pemilihan
yaitu  mengumpulkan  masyarakat, dan

memaparkan figur serta visi-misi kandidat.

praktek suap yang dilakukan oleh para

kandidat/calon untuk menyuap kepala suku.

3. Kepala Suku Mengawasi  proses

memasukan suara kedalam Noken dan diikat

seorang kepala suku juga memiliki peran
penting dalamproses pemilihan berlangsung
yaitu mengawasi proses memasukan suara
oleh rakyatnya ke dalam Noken. Hal ini
dilakukan untuk mencegah konflik apabila
terdapat beberapa masyarakat yang keluar
dari haisl keputusan /kesepakatabersama

tersebut.

Tidak hanya sampai di proses awal sebelum
pemilukada  dilaksanakan = namun  juga
berperan dalam proses pemilukada yang
akan berlangsung yaitu sebagai pengawas
dalam proses pemilukada. Setelah proses
pemilukadapun  seorang  kepala  suku

bertanggung  jawab  dalam  membawa,
mengawal dan menyerahkan suara kepada
KPU sebagai penyelenggara pemilu dan
pemilukada. masyarakat kemudian
memberikan pengarahan dan memberikan
penjelasan tentang kandidat atau pasangan
calon yang akan dipilih termasuk visi dan
misi bakal calon. Kedua, seorang kepala
suku adalah menampung aspirasi
rakyat.Ketiga, membawa, mengawal dan

menyerahkan hasil suara ke KPU.



4.4 Pemilu Noken di Kabupaten Dogiyai
Noken merupakan tas tradisional

masyarakat Papua yang multi fungsi dimana
dapat menyimpan segala kebutuhan. Noken
memiliki makna yang sangat penting dalam
struktur kehidupan masyarakat Papua.Hal ini
dikarenakan Noken merupakan sebuah
simbol  kesuburan  seorang  perempuan.
Sistem Noken merupakan model pemilihan
yang penggunaannya menggunakan Noken
(tas tradisional) yang digantungkan pada
salah satu kayu untuk digunakan sebagali
pengganti kotak suara.Ada dua sistem yang
digunakan yaitu Pertama, Sistem Big Man
yaitu suara diserahkan atau diwakilkan

kepada kepala suku yang mereka percayali.

Papua dari benang yang berasal dari akar
pepohonan.Oleh  Komisi Pemilihan  Umum
(KPU),noken menjadi bagian penting dalam
pelaksanaan Pemilu Papua, khususnya untuk
masyarakat Papua yang berasal dari daerah

pegunungan.

4.5 Hasil Wawancara

Pelaksanaan Pemilu yang
pengambilan keputusannya didasarkan atas
rapat musyawarah dengan melibatkan warga
masyarakat secara keseluruhan tidak sesuai
dengan prinsip demokrasi negara

kita.Meskipun pelaksanaannya melalui

Kedua.Sistem Noken gantung atau ikat yaitu
masyarakat dapat melihat langsung suara
yang telah disepakati masuk ke kantung
yang sebelumnya telah
ditetapkan.Masyarakat Kabupaten Dogiyai
melaksanakan  pemilu  Noken  dengan
mengantung Noken sebagai penganti kotak
suara dan masyarakat mengisi surat suara
didalam Noken tersebut,masyarakat
memasukan surat suara menurut apa yang
sudah disampaikan kepala suku kepada
masyarakat  dimusyawara  bersama.Sistem
yang digunakan dalam Pemilu khusus untuk
wilayah Pegunungan Tengah provinsi Papua
Selama ini Noken hanya dikenal sebagai tas

hari-hari  yang dibuat masyarakat asli

musyawarah bersama, namun belum tentu

hasil yang disepakati benar-benar

mencerminkan  keinginan  dari  setiap
individu atau yang paling tahu apa yang
terbaik untuk diri seseorang adalah dirinya

sendiri.Inti dari demokrasi adalah pelibatan

rakyat dalam pembentukan dan
penyelenggaraan pemerintahan melalui
partisipasi, representasi, dan

pengawasan.Mahfud MD menegaskan
hubungan erat antara Pemilu dengan prinsip
demokrasi. Pemilu berhubungan erat dengan
demokrasi karena Pemilu merupakan salah

satu cara pelaksanaan demokrasi.Dalam



demokrasi, hak rakyat diselenggarakan oleh
wakil rakyat, baik yang duduk di legislatif
maupun eksekutif.Karena itu, para wakil
rakyat tersebut harus dipilih sendiri oleh
rakyat melalui pemilu.Pemilu pada tahun
2019 dikabupaten dogiyai berjalan dengan
baik,dari awal proses berjalannya Pemilu
sampai pada penghitungan surat suara

berjalan  dengan balkk karena  seluruh

masyarakat sangat menghormati
pelaksanaan pemilu tersebut,seluruh
masyarakat setempat menuruti

persyaratan/komando yang sudah dibuat
oleh kepala suku bahkan pemerintah
setempat.Pemilu  di  Kabupaten  Dogiyai

dilakukan dengan sistem noken, dengan

pihak, baik itu penyelenggara pemilu dari
kampung sampai  kabupaten, kemudian
bantuan keamanan dari TNI-Polri, maka
pemilu di Dogiyai berjalan aman dan
lancar,” jelas Andarias. KPU Kabupaten
Dogiyai menjadi kabupaten ke 10 dari 29
kabupaten di Provinsi Papua yang telah
selesai  melaksanakan pleno rekapitulasi
tingkat Provinsi  Papua.Dirinya  berharap,
seluruh  masyarakat di  Dogiyai terus
menjaga keamanan, pasca pleno tingkat
Provinsi Papua.‘“Polisi dan TNI dapat terus
kamtibmas  dan

menjaga memastikan

wilayah hukum di Kabupaten Dogiyai tetap

jumlah  pemilih  91.773 orang. Pada
pemilinan presiden (pilpres) di Kabupaten
Dogiyai, perolehan suara untuk calon
presiden nomor urut 1, Jokowi — Ma’ruf
mencapai 76.473 suara, sementara perolehan
suara nomor urut 2 mencapai 15. 300
suara.Ketua KPU Dogiyai, Andarias Gobay,
menyebutkan pelaksanaan pemilu
berlangsung aman dengan sistem noken
yang dilakukan di 10 distrik di 79 kampung
dan 348 TPS.  Menurutnya, walaupun
penggabungan pilpres dan pileg pada pemilu
tahun ini baru pertama kali dilakukan,
namun semua prosesnya berjalan dengan

lancar.“Ada beberapa kendala, namun berkat

dukungan  dan  kerja  keras  semua

aman, jelang penetapan anggota DPRD

terpilih  setelah ~ pengumuman  tingkat

nasional,”  uyjarnya.Andarias ~ melanjutkan

dalam pemilu kali ini, tak ada pengaduan
dari masyarakat ke Bawaslu ataupun
Mahkamah Konstitusi.Artinya dalam hal ini,
membuktikan  masyarakat telah dewasa

dalam berpolitik dan berdemokrasi.

4.6 Pengaruh Elit Lokal dan Partisipasi
Masyarakat dalam Pemilu Noken

Dalam sistem kebudayaan
masyarakat adat Papua, dalam hal
berdemokrasi sejak jaman dulu sampai
sekarang, pengambilan  keputusan  yang
menyangkut kepentingan bersama dilakukan



melalui sistem noken dan/atau sistem ikat.
Adapun  mekanisme untuk  pengambilan
keputusan melalui sistem noken dan/atau
sistem ikat dapat berdasarkan, Pertama rapat
musyawarah  dengan  melibatkan  warga
masyarakat ~secara keseluruhan; Kedua
berdasarkan keputusan otoritas kepala suku
yang merupakan representasi - politik dari
masyarakatnya atau orang-orang tertentu
saja sebagai perwakilan.

Bahwa kepala suku atau orang-orang
tertentu (“Pria Berwibawa” atau “The Big

Man”) memiliki kekuasaan untuk
mengambil keputusan karena
kemampuannya mempengaruhi perilaku
masyarakat adat  sekitarnya,  sehingga

perilakunya sesuai dengan keinginan dari
perilaku kepala suku atau orang-orang
tertentu (“Pria Berwibawa” atau “The Big
Man”). Harold D. Laswell dan Abraham

itu). Adanya keyakinan dari masyarakat adat
setempat bahwa wewenang yang ada pada
kepala suku atau orang-orang tertentu (“Pria
Berwibawa” atau “The Big Man”) adalah
wajar  dan  patut  untuk  dihormati.
Berdasarkan hal diatas, otoritas kepala suku
atau orang-orang tertentu (“Pria Berwibawa”
atau “The Big Man”) memilki kekuasaan
penun  untuk  memutuskan  pelaksanaan
Pemilu Legislatif untuk DPR RI, DPD RI,
DPRP, dan DPRD Kabupaten maupun
Pemilihan Kepala Daerah Provinsi,
Kabupaten/Kota, bahkan Presiden dan Wakil
Presiden Republik Indonesia.

Hal ini menunjukan bahwa adanya
suatu lapisan yang ditinggikan di atas massa
orang banyak yang dapat menimbulkan
sikap setuju, tak acuh ataupun putus asa,

Kaplan merumuskan, Power is a relationship
in which one person or group is able to
determine the action of another in tej
direction of rormer’s own ends (Kekuasaan
adalah suatu hubungan dimana seseorang
atau sekelompok orang dapat menentukan
tindakan seseorang atau kelompok lain
kearah tujuan dari pihak pertama). Kepala
suku atau orang-orang tertentu (“Pria
Berwibawa” atau “The Big Man”)
mendapatkan  legitimasi  (legitimacy  atau
keabsahan) dari masyarakat adat setempat
sehingga David Easton menyebutkan, The
conviction on the part of the member that it
IS right and proper for him to accept and
obey the authorities and to abide by the
requirements of the regime (keyakinan dari
pihak anggota (masyarakat) bahwa sudah
wajar baginya untuk menerima baik dan
menaati penguasa dan memenuhi tuntutan-
tuntutan dari rezim

namun tanpa menghiraukan persepsi orang
akan hal ini, dalam kenyataannya kehidupan
mereka, nasib mereka, peruntungan mereka
sejak dulu kala tetap tergantung pada apa
yang dipikirkan dan diperbuat oleh segelintir
kecil orang-orang tersebut. Segelintir orang-
orang ini yang sebenarnya memainkan
peranan besar dalam setiap  panggung
peristva masa dan generasi  dalam
menempa masa depan, melalui hukum-
hukum yang mereka lancarkan. Istilah elit
ini menunjuk kepada suatu minoritas pribadi
yang diangkat untuk melayani  suatu
kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial.
Kaum elit adalah minoritas-minoritas yang
efektif dan bertanggung jawab — efektif
melihat  kepada  pelaksanaan  kegiatan
kepentingan dan perhatian kepada orang lain
tempat golongan elit ini  memberikan



tanggapannya. Fred. R. Von Der Mehden
dalam bukunya menyebutkan adanya empat
jenis  kepemimpinan politik antara lain:
kepemimpinan kolonial, tradisional, nasional
dan ekonomi. Golongan elit tradisional itu
termasuk mereka yang berhasil menjadi
pemimpin berdasarkan adat istiadat, pewaris
atau budaya lama. Elit ini tidak seharusnya
statis dan tidak bertentangan dengan dengan
kemajuan  Barat; kuasa elit tersebut
berdasarkan tradisi, famili dan agama.
Menurut Fred, pada hakikatnya pengarug
elit tradisional ada yang bersifat positif dan
negatif.  Elit tradisional memberikan suatu
kepemimpinan ~ yang  berkesinambungan,
dapat dikenali dan umumnya dapat diterima
di kawasan luar kota yang sedang
mengalami keruntuhan akibat dari
pengenalan teknologi modern dan politik
kemerdekaan. Selanjutnya menurutnya,
bagaimanapun  lebih  banyak  pemimpin
tradisional yang cenderung untuk
meruntuhkan  kesatuan nasional daripada
berusaha untuk menggalaknnyal5. Elite
tradisional di Papua juga merupakan tokoh
yang harus diteladani, oleh sebab itu Elite
harus menunjukan sikap yang konsisten
yaitu pola pikir, sikap, maupun tindak
sehingga  tidak  menimbulkan  pemicu
berbagai tindakan yang Dbersifat konflik
maupun mengemukakan kepentingan
kelompok tertentu. Mekanisme pemberian
suara yang menggantungkan pada otoritas
kepala suku atau orang-orang tertentu (“Pria
Berwbawa” atau  “The Big Man”
sebenarnya tidak memberikan jaminan dan
kepastian hukum terhadap hak
konstitusional para pemilih untuk
menentukan sendiri Siapa yang menurutnya
terbaik berdasarkan logika

rasionalnya.Sepatutnya pemilih ~ memiliki
logka rasionalnya untuk  menggunakan
kemampuannya dalam menimbang, menilai,
dan memutuskan. Menurut Ramlan Surbaki,
bahwa seorang pemilih yang menggunakan
pilihan rasional mampu melihat kegiatan
perilaku memilih sebagai produk kalkukasi
untung dan rugilni disebabkan karena
pemilih  tidak hanya mempertimbangkan
ongkos memilih dan kemungkinan suaranya
dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan,
tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa
pilihan yang ada.Pemilih dalam pendekatan
ini  diasumsikan memiliki motivasi, prinsip,
pendidikanm  pengetahuan, dan informasi
yang cukup.

Selain itu, pelaksanaan Pemilu yang
pengambilan keputusannya didasarkan atas
rapat musyawarah dengan melibatkan warga
masyarakat secara keseluruhan tidak sesuai
dengan prinsip demokrasi negara
kita.Meskipun pelaksanaannya melalui
musyawarah bersama, namun belum tentu
hasil yang disepakati benar-benar
mencerminkan  keinginan  dari  setiap
individu atau yang paling tahu apa yang
terbaik untuk diri seseorang adalah dirinya
sendiri.Inti dari demokrasi adalah pelibatan

rakyat dalam pembentukan dan
penyelenggaraan pemerintahan melalui
partisipasi, representasi, dan

pengawasan.Pemilu berhubungan erat
dengan demokrasi karena Pemilu merupakan
salah satu cara pelaksanaan
demokrasi.Dalam  demokrasi, hak rakyat
diselenggarakan oleh wakil rakyat, baik
yang duduk i legislatif ~ maupun
eksekutif.Karena itu, para wakil rakyat



tersebut harus dipilih sendiri oleh rakyat
melalui pemilu.

4.7 Makna Pemilu Noken

Pemilu Noken sistem pemungutan
suara yang digunakan oleh masyarakat adat
Papua tidak mencerminkan prinsip Pemilu
LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia)
karena setiap orang dapat melihat dengan
jelas pilihan seorang pemilih, begitu juga
pada saat musyawarah suku, setiap orang

tidak dapat merahasiakan
Partai/Calon/Paslon pilihannya karena
pilihnan  tersebut  didiskusikan  bersama,

ditentukan bersama, dan pemberian suaranya
akan diwakilkan kepada satu orang atau
lebin.Selain  itu,  berdasarkan  Universal
Declaration on Democracy Yyang diadopsi
oleh Inter-Parliamentary ~ Union,  Pemilu
merupakan elemen kunci untuk menjalankan
demokrasi. Bagian Kedua angka 12
deklarasi ini  menyatakan Pemilu yang
diselenggarakan untuk menjalankan
demokrasi  harus  memenuhi  beberapa

(candidates, political parties, and campaign
spending), akses media dan perlindungan
kebebasan berbicara dan  berkespresi di
dalam  kampanye (media acess and
protection of freedom of speech and
expression in electoral campaigns),
pemungutan suara (balloting), pemantauan
pemilu (election observation), penyelesaian
perkara pemilu (election disputes).

Di Indonesia prinsip-prinsip  Pemilu
ditegaskan secara konstitusional dalam UUD
1945. Agar Pemilu dapat benar-benar
menjadi wahana pengejewantahan
kedaulatan rakyat dan hasilnya bena-benar
merupakan bentuk kehendak rakyat, telah

prinsip, yaitu bebas (free), adil (fair), berkala
(regular), umum  (universal), persamaan
(equal), dan rahasia (secret).Selain itu juga
harus terdapat penghormatan terhadap hak
memilih dan dipiluh (rights to vote and to be
elected),  kebebasan  berekspresi  dan
berkumpul (access to information), dan
kebebasan  berorganisasi  (freedom  of
organization).Semua prinsip Pemilu di atas
harus diwujudkan dalam electoral laws serta
dilaksanakan  dalam electoral  process.
Karena itu, prinsip tersebut harus tercermin
dalam 10 komponen dari pemilu demokratis
sebagaimana dinyatakan oleh Office for
Democratic Institutions and Human Rights
yaitu sistem Pemilu (election system),
pengaturan distrik  (districting), administrasi
pemilu (election administration), hak pilih
dan pendaftaran pemilih (suffrage rights and
voter registration), pendidikan
kewarganegaraan dan informasi  pemilih
(civic education and voter information),
kandidat, partai politik, dan pendanaan
kampanye

digariskan asas-asas Pemilu yaitu jujur dan
adil, serta para pemilih dapat menggunakan
haknya secara langsung, umum, bebas, dan
rahasia.Asas ini tentu saja harus terwujud
dalam sistem apapun yang
dipilih.Sebaliknya  pemilihan  sistem dan
penyelenggaraan Pemilu  juga harus
mempertimbangkan ~ sistem mana  yang
paling mencerminkan ~ kejujuran  dan
keadilan.Kejujuran tidak hanya berarti tidak
ada Kketentuan Pemilu yang dilanggar atau
sekedar tidak ada suara yang dimanipulasi.
Kejujuran juga harus dimaknai sebagai
sistem mana yang paling memungkinkan
rakyat untuk memilih para calon sesuai
dengan pertimbangan nurani berdasarkan



kapasitas dan integritas calon, bukan
berdasarkan make up atau money politics.
Adil juga tidak hanya berarti bertindak sama
ternadap peserta dan pemilih, tetapi juga
menyangkut  Kkeadilan  terkait  dengan
keterwakilan politik, personal, dan regional
yang menentukan  pembentukan  daerah
pemilih dan jumlah wakilnya.

BAB V KESIMPULAN DAN
SARAN

5.1 Kesimpulan

Perlu kita pahami bersama bahwa
keanekaragaman budaya bukanlah untuk
menunjukkan perbedaan antar suku lain
sehingga justru memicu terjadinya iklim
yang kurang kondusif bahkan konfiik. Oleh

5.2 Saran
Berdasarkan prinsip tersebut maka

sistem Pemilu noken dan/atau sistem ikat
sudah tidak sesuai untuk dapat diterapkan
terus menerus karena Pertama tidak
dilakukan oleh orang yang bersangkutan
secara langsung, Kedua adanya Kkesan
keterpaksaan  untuk  mematuhi  preferensi
pilihan pemimpin/kepala sukw/ orang-orang
tertentu (“Pria Berwibawa” atau “The Big
Man”) harus diterima sebagai pilihan pribadi
pemilih yang belum tentu sesuai dengan
kehendak hati nuraninya. Berkaitan dengan
hal tersebut, prinfSip ‘“bebas” pun tidak

terpenuhi  sehingga nilai  originalitas  suara

karena itu, dalam Pemilu telah dilakukan
unifikasi dalam peraturan
perundangundangan, agar sistem Pemilu
sebagai  manifestasi ~ demokrasi  dapat
memenuhi asas Pemilu. Apabila
menjalankan salah satu sistem Pemilu yang
mempertahankan cara-cara kedaerahan dan
kesukuan dalam pelaksanaannya, maka
dapat  dibayangkan Indonesia  dapat
melaksanakan sistem Pemilu yang berbeda-
beda sesuai dengan budayanya.Metode
Pemilu di Indonesia menggunakan prinsip
One Man One Person One Vote on Value
(OPOVOV) sebagaimana yang telah diatur

dalam pemerintahan yang demokratis.

tidak ada, Ketiga pemberian suara yang
tidak dilakukan secara “rahasia” karena
masyarakat dan kepala adat menggunakan
musyawarah untuk menentukan kesepakatan
bersama dalam hal menentukan seseorang.
Keadaan inilah yang menempatkan Pemilu
hanya sebagai tools untuk merekayasa
keabsahan =~ seseorang  tertentu  untuk
memperoleh kursi di pemerintahan dalam
bingkai demokrasi. atas dasar hal tersebut,
perlu dilakukan penyeragaman hukum lokal
pada tatanan sistem hukum nasional yang
perlu dipahami bersama bahwa
penyeragaman tidak dinilai sebagai

pelanggaran.Pemilu Tahun 2019 Masyarakat



Kabupaten Dogiyai masih menggunakan

Pemilu Sistem Noken.
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